AKTA DIBAWAH TANGAN


DALAM PEMBUKTIAN KASUS PERDATA








KASUS POSISI:





Sebidang tanah seluas ± 5000 M2, bekas Hak Usaha yang belum dekonversi, terletak di Kec. Ilir Timur 1, Palembang, pada tahun 1947 tercatat atas nama Gijo Kecil, yang kemudian dijual kepada Djuminem.  Peralihan Hak ini disaksikan oleh Kepala Kampung setempat.


Pada tahun 1948, Djuminem dengan setahu Kepala kampung setempat mengalihkan Hak tanah ini kepada Ngadimin yang tidak lama kemudian mengalihkan lagi kepada Moh. Hasan.


Pada tahun 1948, Moh. Hasan menghibahkan tanah tersebut kepada Ny. Hosiah.


Pada tahun 1974, Ny. Hosiah dengan sepengetahuan Kepala Kampung setempat mengalihkan hak tanah tersebut kepada Ny. Zahidah Hoesin.


Pada tanggal 13 Desember 1974, sebelum Ny. Hosiah mengalihkan kepada Ny. Zahidah Hoesin, ia telah mengajukan permohonan untuk memperoleh sertifikat tanah tersebut kepada Kantor Pertanahan di Palembang.


Pada tanggal 12 Desember 1989, Kantor Pertanahan Palembang, menerbitkan Sertifikat Tanah tersebut dengan No. 10737/1989/GS/248/1989 atas nama : Saiful Amin, yang menduduki tanah kosong tersebut sejak tahun 1956 dan mohon diterbitkan Sertifikat tanah namanya (Saiful Amin)


Sebelum Sertifikat Tanah No. 10737/1989 atas nama Saiful Amin ini terbit, pada tahun 1987, pihak Saiful Amin telah mengalihkan hak atas tanah tersebut, melalui Notaris PPAT Palembang, yaitu :


	-	Pada 15 Mei 1987, dengan Akta Jual Beli No. 220, pihak Saiful Amin menjual tanah tersebut seluas 2850 M2 kepada Ani Hasan.


	-	Pada 7 Desember 1987, dengan Akta Jual Beli No. 32, pihak Saiful Amin menjual tanah tersebut yang seluas 1165 M2 kepada Abunakir.


Ny. Zahidah Hoesin meninggal dunia dan mempunyai anak sebagai ahli waris, mendengar tanah hak ibunya almarhum dikuasai orang lain, yaitu Ani Hasan dan Abunakir, tidak menerima keadaan tersebut.


Anak ahli waris almarhum Ny. Zahidah Hosein, yang semuanya berdiam di Jakarta yaitu Drg. Faruk dan saudaranya melalui kuasanya, mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Palembang terhadap para Tergugat


	1.	Saiful Amin


	2.	Ani Hasan


	3.	H. Abunakir


	4.	Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Pertanahan Nasional Palembang.


Dalam gugatannya tersebut, pihak Penggugat mengajukan tuntutan (petitum) yang pokoknya sebagai berikut:


	1.	Menyatakan syah putusan Mahkamah Syariah Palembang 29 Juni 1968 No. 101 dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 159/Pdt/P/1991 (tentang ahli waris para Penggugat).


	2.	Menyatakan syah menurut hukum tanah bekas hak usaha yang belum dikonversi di kec. Ilir Timur Palembang, luas 713 M2 sesuai dengan akta Jual Beli 16 Desember 1974 No. 229/1974 adalah sah milik Penggugat.


	3.	Menyatakan batal menurut hukum, Pengikatan Jual Beli tanah, oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III dilakukan dihadapan Notaris Palembang .  Sehingga para Tergugat I-II-III tidak berhak terhadap tanah tersebut.	


	4.	Menyatakan perbuatan Tergugat IV yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 10737/1989 atas nama Tergugat i (Saiful Amin) adalah tidak sah menurut Hukum.


	5.	Menyatakan sertifikat Hak Milik No. 10732/1989, tidak mempunyai kekuatan hukum.


	6.	Menghukum Kantor Pertanahan Nasional Palembang (Turut Tergugat).  Melaksanakan dan mentaati putusan ini.


	7.	Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan dalam keadaan kosong tanah sengketa kepada Para Tergugat.


	8.	Menghukum para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) Rp. 50.000,- perhari; manakala para Tergugat lalai menyerahkan tanah sengketa kepada Tergugat.


	9.	Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (C.B) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Palembang.


	10.	dst   dst








PENGADILAN NEGERI:





Hakim Pertama yang mengadili perkara ini, dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum yang intinya sebagai berikut


Eksepsi yang dikemukakan oleh para Tergugat mengenai batas-batas tanah sengketa yang ternyata tidak sesuai dengan luas dan batas tanah milik para Tergugat, akan diputus bersama pokok perkara, karena hal tersebut tidak menyangkut masalah kewenangan; tetapi mengenai pokok perkara.


Merujuk pada putusan Pengadilan Agama No. 101/1968 dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditetapkan bahwa Penggugat-Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Zahidah istri Hoesin.  Dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Agama dan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut adalah sah.


Tanah sengketa adalah milik Zahidah, peninggalan suaminya Husein yan dibeli dari Hosiah.  Sedangkan Hosiah memperoleh tanah sengketa seluas 4713 M2 itu dari Hasan dengan surat hibah tertanggal 5 Juli 1954.  Dalam surat hibah tersebut tercantum asal-usul tanah berdasarkan surat jual beli tanggal 25 Juni 1948 dari Wagimin kepada Hasan tertanggal 2 Juli 1948.  (bukti P-4, P4-9, P-48).


Menurut surat Jual Beli (P4 - 7) mencatat penjualan tanah sengketa dari Djoeminem kepada Wagimin dan Djoeminem membeli tanah tersebut dari Gijo, tertanggal 29 Gats 2602.  Djoeminem mendapat ijin dari Wakil Burgemeester Palembang untuk mendirikan pondok 6 x 4 m diatas kebunnya di Jl. Pipa yang merupakan sebagian dari tanah sengketa.


Sebelum Hosiah menjual tanah sengketa pada Zahidah, tanggal 16 Desember 1974, Hosiah mendaftarkan tanah sengketa pada Direktorat Agraria Palembang dengan sertifikat SKPT No. 649/1974.


	Dari fakta-fakta yang diketahui Majelis berkesimpulan bahwa tanah sengketa adalah milik sah dari Penggugat sebagai ahli waris Zahidah.


Tergugat-Tergugat menyangkal kepemilikan Para Penggugat dengan mengajukan bukti Sertifikat Hak Milik No. 10737 atas nama Saipul, Tergugat I.  Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10/Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, Bab 11 Bag I pasal 3 ayat 2, sebelum sebidang tanah diukur, lebih dahulu diadakan penyelidikan riwayat tanah dan penetapan batas-batasnya yang merupakan wewenang dari BPN cq. Ka. Kantor Pertanahan Kodya Palembang, dalam hal ini Tergugat IV.


Tergugat IV tidak pernah hadir dalam sidang, sehingga menurut Majelis merupakan pengakuan atas dalil Penggugat.  Asal usul tanah sengketa hingga dikuasai Tergugat I, dan terbitnya sertifikat No. 10737/1989 atas nama tergugat I saksi-saksi menyatakan tidak mengetahui asal usul tanah sengketa hingga dikuasai tergugat I.


Keterangan Lurah 20 Ilir D II Sekip, Kasman No. 29/Skt/20.II/1987 menerangkan tanah sengketa seluas ± 5000 M2 adalah milik Tergugat I, Kasman juga menyatakan bahwa tanah di Jl. Sekip Pipa Rt. 24, diatas tanah sengketa adalah milik Hosiah (keterangan No. 123/20/II/Skt/74) Ketidaksesuaian tentang pemilik tersebut dan tidak adanya surat keterangan asli No. 29/Skt/20.II/1987, meragukan kebenarannya sehingga dikesampingkan.  Dengan demikian, Tergugat tidak dapat melumpuhkan pembuktian Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan.


Tindakan Tergugat IV menerbitkan sertifikat Hak Milik No. 10737/1989 atas nama Tergugat I tidak sah menurut hukum, karena Hosiah telah mendaftarkan tanah sengketa pada Sub. Direktorat Agraria tanggal 13 Desember 1974, sehingga sertifikat No. 10737/1989 tidak mempunyai kekuatan hukum dan tanah sengketa bukan hak milik Tergugat I.  Dengan demikian pengikatan Jual Beli antara Tergugat I dengan Tergugat II dan III batal menurut hukum. 


	-Petitum No. 7,8 dan 9 karenanya beralasan untuk dikabulkan.


Sita jaminan yang dimohonkan Penggugat beralasan dan permohonan sita atas tanah hak bekas usaha yang belum dikonversi seluas ± 4713 M2 tersebut, telah dilaksanakan adalah patut dan sah.


Dari pertimbangan juridis tersebut Majelis memberikan putusan sebagai berikut:


	


	MENGADILI


	


	Dalam Eksepsi:


	-	Menolak eksepsi para Tergugat.





	Dalam Pokok Perkara:


	-	Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.





	PENGADILAN TINGGI





Para Tergugat menolak putusan Hakum Pertama dan menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi.


Majelis Hakim Banding dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum yang pokoknya sebagai berikut:


Object sengketa adalah hak milik Tergugat I yang diperoleh berdasarkan Pemberian Hak.  Untuk membuktikan dalilnya, para Penggugat mengajukan alat bukti berupa “Surat-surat dibawah Tangan” tanpa didasarkan pada alat-alat bukti yang lain, baik berupa keterangan para saksi yang disumpah maupun bukti surat otentik.


	Menurut Hakum Banding, surat bukti dibawah tangan tersebut, bukanlah alat pembuktian yang kuat.  Sehingga karenanya dapat melemahkan pembuktian haknya, yang dapat dipatahkan oleh pembuktian yang diajukan para Pembanding, semula Tergugat, berupa Surat Bukti otentik.


Menurut pasal 19 (2) sub “c” UU No. 5/1960, dinyatakan bahwa surat Tanda Bukti Hak adalah alat bukti yang kuat.  Surat mana ada pada pihak Pembanding I, semula Tergugat I.


Berdasarkan pada pertimbangan diatas maka Pengadilan Tinggi memberikan putusan sebagai berikut:





	Mengadili:





	-	Dalam eksepsi : Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang.


	-	Dalam pokok perkara : membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang.





	Mengadili sendiri:


	


	-	Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya.


	-	Menyatakan C.B tidak sah dan tidak berharga.


	-	Mengangkat C.B atas tanah object sengketa.


	-	dst ………….. dst ……………..





MAHKAMAH AGUNG RI





Penggugat menolak putusan Pengadilan Tinggi dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan mengemukakan keberatan kasasi sebagai berikut:


		1.	Pengadilan tinggi salah menerapkan hukum pembuktian karena tidak cermat membuat pertimbangan hukum yang berhubungan dengan kronologis dasar kepemilikan hak antara pihak bersengketa.  Pertimbangan hukum  Pengadilan Negeri atas hukum pembuktian dari Penggugat tidak cermat.


		2.	Tergugat I, baru menguasai tanah sengketa 12 Desember 1956, yang diperoleh dari pemberian hak yang hanya dikuatkan seorang saksi.  Hakim Banding menyimpulkan sertifikat yang dikuasai Tergugat I adalah bukti yang kuat.  Hakim Banding melanggar pasal 3 ayat 2 bagian I Bab II dari P.P. No.10/Tahun 1961.


Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara ini dalam putusannya berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan yang intinya demikian :


Pembuktian Penggugat tidak dipertimbangkan secara sempurna.  Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa bukti Surat bawah tangan tanpa didasari alat bukti lain, berupa saksi bersumpah atau alat bukti auntentik bukanlah bukti yang kuat.  Pertimbangan ini menimbulkan kesan, bahwa menurut Pengadilan Tinggi adanya bukti autentik adalah merupakan keharusan, padahal tidak demikian halnya.  Lagi pula bukti dari Penggugat ada pula yang autentik yaitu Akta Jual Beli yang dibuat P.P.A.T (bukti P4) jo P.1 dan P3 yang juga adalah autentik, termasuk putusan Pengadilan.


	Pengadilan Tinggi juga tidak mempertimbangkan fakta, bahwa sebelum sertifikat atas nama Tergugat I diterbitkan, tanah sengketa sudah didaftarkan oleh Penggugat untuk memperoleh sertifikat atas nama Penggugat.


Putusan Pengadilan Tinggi tidak sempurna pertimbangannya, sebaliknya pertimbangan Hakim Pertama sudah benar.


Tuntutan uang paksa, harus ditolak, karena putusan ini dapat dilaksanakan walaupun tanpa bantuan Tergugat.


Berdasar atas pertimbangan yuridis yang intinya dikutip diatas, maka permohonan kasasi yang diajukan Penggugat dapat diterima, dengan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagai berikut :





Dalam Eksepsi:





-	Menolak eksepsi para Tergugat.





Dalam Pokok Perkara





-	Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat seluruhnya.


-	Menyatakan dengan sah keputusan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Palembang No. 101/1968 dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 159/Pdt.P/1991/PN.Jkt.Sel.


-	Menyatakan syah menurut hukum sebidang tanah bekas hak usaha di 20 ilir B II Sekip Kec, Ilir Timur I Palembang dengan luas 4713 M2 sesuai akta Jual Beli No. 229/1974 adalah syah milik Penggugat-Penggugat.


-	Menyatakan batal perikatan Jual Beli antara Tergugat I terhadap Tergugat II dan III No. 220/tahun 1987 dan No. 37/tahun 1987.  Tergugat I,II,III tidak berhak atas tanah dengan akta Jual Beli No. 229/1974.


-	Menyatakan perbuatan Tergugat IV menerbitkan sertifikat Hak Milik No. 10737/1989 atas nama Tergugat I adalah tidak sah menurut hukum.


-	Menyatakan sertifikat Hak Milik No. 10737/1989 atas nama Tergugat I tidak berkekuatan hukum.


-	Menghukum agar Tergugat IV melaksanakan dan mentaati keputusan ini.


-	Menghukum Tergugat I sampai dengan III atau yang berhak dari padanya untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah dengan akta Jual Beli No. 229/74 pada Penggugat-Penggugat.


-	Menyatakan syah dan berharga C.B atas tanah hak bekas usaha seluas ± 4713 M2.


-	dst ………………dst ………………





CATATAN:





Dari putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas dapat diangkat “Abstrak Hukum” sebagai berikut :


Akta autentik, menurut ketentuan ex pasal 165 H.I.R. jo 285 Rbg jo 1868 BW merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, para ahli warisnya dan orang yang mendapat hak darinya.  Akta autentik ini masih dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan.


	Disamping adanya bukti otentik ini, Hakim seharusnya memperhatikan dan meneliti pula bukti lawan, berupa Surat bawah tangan dan tidak begitu saja mengenyampingkannya dan tidak memberikan penilaiannya tentang dapat tidaknya melumpuhkan bukti akta otentik yang ada.  Adanya bukti akta otentik bukanlah satu-satunya keharusan untuk suatu fakta hukum.


Demikian catatan atas Kasus ini.








								(Ali Boediarto)








Pengadilan Negeri Palembang


	No. 67/Pdt.G/1991/PN.Plg, tanggal 10 Februari 1992





Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang


	No. 42/Pdt/1992/PT.PLG. tanggal 6 Juli 1992





Mahkamah Agung RI.


	No. 3199.K/Pdt/1992, tanggal 27 Oktober 1994


	Majelis terdiri dari H.R. POERWOTO.S. GANDASUBRATA. SH.


	Ketua Mahkamah Agung RI sebagai Ketua Sidang, dengan Anggauta para Hakim Agung : H. MOCHAMMAD DJANIS, SH. Dan Ny. T.S. ASLAMIAH SULAEMAN. SH. Sera Panitera Pengganti ELSA MUTIARA NAPITUPULU. SH.
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